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No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

3 Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Persentase dokumen pelaksanaan
Reformasi Birokrasi hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang disampaikan
sesuai ketentuan

93 Persen

Persentase rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat yang ditindaklanjuti
oleh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

70 Persen

Persentase dokumen perencanaan
program dan anggaran hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang disampaikan
sesuai ketentuan

93 Persen

Indeks revisi program dan
anggaran hasil koordinasi dengan
unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

C ( 9-12
Kali

Revisi)

4 Terwujudnya pengelolaan
anggaran dan pelaksanaan
kegiatan Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
yang efektif

Indeks revisi program dan
anggaran Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

C ( 9-12
Kali

Revisi)

Persentase penyerapan anggaran
pada Asisten Deputi Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

90 Persen

Kegiatan Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan
materi sidang kabinet Rp83.886.000,-

2. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program
pemerintah Rp323.243.000,-

3. Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas
prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga Rp102.871.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

1. Penyusunan rekomendasi atas pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan Rp690.000.000,-















PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di
bidang kelautan, perikanan,
dan kehutanan

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang kelautan,
perikanan, dan kehutanan yang
disetujui Sekretaris Kabinet dan
sesuai ketentuan

96 Persen

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapat
persetujuan Presiden di bidang
kelautan, perikanan, dan
kehutanan yang disetujui
Sekretaris Kabinet dan sesuai
ketentuan

96 Persen

2 Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
kelautan, perikanan, dan
kehutanan

Persentase rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
kelautan, perikanan, dan
kehutanan yang disetujui
Sekretaris Kabinet dan sesuai
ketentuan

96 Persen

Persentase rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang kelautan, perikanan, dan
kehutanan yang disetujui
Sekretaris Kabinet dan sesuai
ketentuan

96 Persen

Indeks revisi program dan
anggaran Asisten Deputi Bidang
Kelautan, Perikanan dan
Kehutanan

B (5-8
kali revisi)

Persentase penyerapan anggaran
pada Asisten Deputi Bidang
Kelautan, Perikanan, dan
Kehutanan

90 Persen

Kegiatan Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan
Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan Rp588.434.000,-

3 Terwujudnya pengelolaan
anggaran dan pelaksanaan
kegiatan Asisten Deputi Bidang
Kelautan, Perikanan dan
Kehutanan yang efektif







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di
bidang sumber daya mineral
dan lingkungan hidup

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang sumber daya
mineral dan lingkungan hidup
yang disetujui Sekretaris Kabinet
dan sesuai ketentuan

96 Persen

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
sumber daya mineral dan
lingkungan hidup yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai
ketentuan

96 Persen

2 Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
sumber daya mineral dan
lingkungan hidup

Persentase rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
sumber daya mineral dan
lingkungan hidup yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai
ketentuan

96 Persen

Persentase rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang sumber daya mineral
dan lingkungan hidup yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet
dan sesuai ketentuan

96 Persen

B (5-8
kali revisi)

Persentase penyerapan anggaran
pada Asisten Deputi Bidang
Sumber Daya Mineral dan
Lingkungan Hidup

90 Persen

Kegiatan Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan
Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup Rp688.357.000,-

Indeks revisi program dan
anggaran Asisten Deputi Bidang
Sumber Daya Mineral dan
Lingkungan Hidup

3 Terwujudnya pengelolaan
anggaran dan pelaksanaan
kegiatan Asisten Deputi Bidang
Sumber Daya Mineral dan
Lingkungan Hidup yang efektif







PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di
bidang perhubungan dan
pekerjaan umum

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di bidang
perhubungan dan pekerjaan
umum yang disetujui Sekretaris
Kabinet dan sesuai ketentuan

96 Persen

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
perhubungan dan pekerjaan
umum yang disetujui Sekretaris
Kabinet dan sesuai ketentuan

96 Persen

2 Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
perhubungan dan pekerjaan
umum

Persentase rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
perhubungan dan pekerjaan
umum yang disetujui Sekretaris
Kabinet dan sesuai ketentuan

96 Persen

Persentase rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang perhubungan dan
pekerjaan umum yang disetujui
Sekretaris Kabinet dan sesuai
ketentuan

96 Persen

3 Terwujudnya pengelolaan
angggaran dan pelaksanaan
kegiatan Asisten Deputi Bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum yang efektif

Indeks Revisi Program dan
Anggaran Asisten Deputi Bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum

B (5-8
kali revisi)

Persentase penyerapan anggaran
pada Asisten Deputi Bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum

90 Persen

Kegiatan Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan
Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum Rp684.346.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
di bidang Kemaritiman dan Investasi









No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

3 Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Persentase dokumen pelaksanaan
reformasi birokrasi hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Kemaritiman dan Investasi yang
disampaikan sesuai ketentuan

93 Persen

Persentase rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat yang ditindaklanjuti
oleh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Kemaritiman
dan Investasi

70 Persen

Persentase dokumen perencanaan
program dan anggaran hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Kemaritiman dan Investasi yang
disampaikan sesuai ketentuan

93 Persen

Indeks revisi program dan
anggaran hasil koordinasi dengan
unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Kemaritiman
dan Investasi

B (5-8
kali revisi)

4 Terwujudnya pengelolaan
angggaran dan pelaksanaan
kegiatan Asisten Deputi Bidang
Penanaman Modal dan
Kepariwisataan yang efektif

Indeks Revisi Program dan
Anggaran Asisten Deputi Bidang
Penanaman Modal dan
Kepariwisataan

B (5-8
kali revisi)

Persentase penyerapan anggaran
pada Asisten Deputi Bidang
Penanaman Modal dan
Kepariwisataan

90 Persen

Kegiatan Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan
Investasi

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan
Kepariwisataan Rp831.582.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
di bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di
bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan Rp568.418.000,-

Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata
usaha Pusat Pembinaan Penerjemah

1.
Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan
penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan
Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi

Rp22.350.000,-

2. Perencanaan program dan anggaran bidang Bidang
Kemaritiman dan Investasi Rp93.099.000,-



















AIO24-41
Line

AIO24-41
Rectangle

















































































SEKRETARIAT KABINET
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